BUPATI BULELENG
PROVINSI BAL]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSA NAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja daerah Kabupaten Bulcleng Tahun Anggaran 2018:

Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah- Daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomo
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
1655);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385] )i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4355): A



10.

BN LA

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenitang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangsn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 13D, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomer G5587), sebagaimana telesh diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 28, Lembaran MNegars

Revublik Indenesia Nomor 5679)-
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan  Pengawasan  Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45TR);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585I;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibzah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 310},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 4635|;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



23. Peraturan Daergh Kabupaten Buleleng Nomor | tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1)
scbagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016
Nomor 5);

2%. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diuhzh
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomoer 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Rabupaten Buleleng Tahun
2017 Nomor 10i;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan -

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJ AWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018,

BARB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
Bupati adalah Bupati Buleleng.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daergh
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut,

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana  keuangan tshunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah daerah dan DPRD, dhn ditetapkan dengan
peraturan daergh,

=l S -
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Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambahan nilaj kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah wvang
diakui sebagai pengurangan kekayvaan bersih,

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibavar
kembali dan/atay pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Keuangan adalah laporan yvang terstrukiur Mmengenar
posisi keuangan dan transaksi-transaksi vang dilakukan oleh
Suatu entitas pelaporan,

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam
satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldg Anggaran Lebih adalah laporan
yang menyajikan secars komparatil  dengan periode
sebelumnya Pos-pos  berikut saldo anggaran lebih awal,
penggunaan  saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan
pembukuan tahun sebelumnyva dan lain-lain, saldo anggaran
lebih alkhir,

Neraca adalah posisi  keuangan suaty entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggzal tertenty,
Laporan Operasional adalah laporan vang menyajikan pos-pos
pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan
operasional, surplus/defisit darj kegiatan non operasional (bila
ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit Lo,

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial Vang
menyajikan informasi penerimaan  dan pengeluaran  kas
sclama periode tertentu Yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan
sckurang-kurangnya POS-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO
pada periode bersanglautan, korcksi-koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ckuitas akhir,

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah suaty informasi yang
disajikan secara sistematis Buna mencegah kesalahpahaman
dan memudahkan PEngguna dalam memaham; laporan
keuangan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setars
kas pada Bendahars Umum Negara/Daerah.



I1B. Aszet adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa laly
dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di mass
depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperfukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

19, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa laly
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar surmber
daya ekonomi pemerintah.

20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah Yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal
laporan,

21. Silpa adalah selisiy lebih  realisasi penerimaan  dan
pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan,

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Pertangpungjawaban pelaksanaan APRD berupa laporan
keuangan memuat-

a. Laporan Realisasi Anggaran:

b. Laporan Perubahan Salds Anggaran Lebih:
c. Neraca;

d. Laporan Operasional:

Laporan Arus Kas:

[. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan,

X

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada avyat ()
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut -
1. Pendapatan Daerah Rp. 2.052.836.000.659. 11
2. Belanja Daerah dan Transfer

Rp. 2.064.477.377.258,94
Surplus/(Defisit) Ro. % (11B41 :376.599,83)




3. Pembiavaan Daerah

a. Penerimaan Ep. 93.343-D9ﬂ-32?,54

b, Pengeluaran Rp. 25.726.000.000.00

EuqusHDcﬁsiti Ep. 68.117.090.827,54
Pasal 4

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) hurufa sebagai berikut -

1.

Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah
Rp.{lm.s-:ts.gsa.lzzlgz} dengan rincian sebapai berikut -
a. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan Rp. 2.157.381.958 782 03
b. Realisasi Rp. 2.052.836.000.659,11
Selisih lebih/(kurang) Rp. (104.545.958.122 93

- Selisih  anggaran dengan realisasi belanja  sejumlak

Rp.( 169.954.135.230.25I dengan rincian sebagai berikut -
2. Angparan Belanja Daerah

dan Transfer Rp. 2,225.441.562.539,19
b. Realisasi Rp. 2.064.477.377.258,94
Selisih lebih/ (kurang) Rp. [160.964.185.280,25)

- Selisih anggaran dengan realisas surplus/defisit sejumlah

Rp.56.418.227.157 33 dengan rincian sebagai berikut -
a. Anggaran Surplus/defisit

setelah perubahan Rp. (68.059.603.757, 16|
b. Realisasi Rp. (11.641.376.599 83
Belisih lebih/ (ku rang) Rp. 26.418.227.157 .33

- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp.(8.512.929 63) dengan rincian sebagai berikut ;

4. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 93.851.603.757 16
b. Realisasi Rp. 93.843.090.827,54
Selisih le bih/(kurang) Rp. (8.512,929 62)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.{66.000.000,00), dengan rincian sebagal berikut

8. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan Rp. 25.792.000.000,00
b. Realisasi Rp. 29.726.000,000,00
Selisih lebih/| kurang) Rp. (66.000.000,00)




6. Belisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Ep.57.487.070,38 dengan rincian sebagai berikut :

4. Anggaran Pembiayaan

Netto setelah perubahan Rp. B8.059.603.757.16

b. Realisasi Rp. 68.117.090.827 54

Selisih lebih/ {kurang) Ep. 57.487.070 .38
Pasal 5

Laporan perubszhan salde anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih

Awal Rp. 93.851.603.757 .16
b. Penggunaan sisa

anggaran lebih Rp. (93.843.090.827,54)

Rp. 8.512.939 62

¢. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Rp. S6.484.227.157,33
d. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. (8.512.925,62)

Saldo Anggaran Lebih Rp. 206.475,714.227 71

Akhir

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 ayat (1) huruf ¢ per
31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut -
a. Jumlah Aset Rp. 2.301.575,544.908,24
b. Jumlah Kewajiban

Rp. 12.501.315.690,13
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.379.074.229.218,11
Pasal 7

Laporan operasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
hurufd per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO Rp. 1.892.004.736.967.30
b. Beban-LO Rp. 1.803.054.823.177.28

c. Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional Rp. (2.035 B50.065 83)
Rp, 86.914.063.724,19



Pasal 8
Laporan arus kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2018 sebagai berikut :
a. Arus Kas dari Aktivitas
Operasi Rp. 192.131.648.702 49
b. Arus Kas dari Aktivitas
Investasi Rp. (229.499.025.302,32)
c. Arus Kas Dari Aktivitas
Pendanaan Rp.
d. Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris Ep.
¢. Saldo Kas Awal per 1
Januari 2018 Rp. 03.851.603.757,16
f. Koreksi SILPA Tahun Lalu Rp. (8.912.929,62)
g. Saldo akhir Kas Rp. 56.475.714.227,7]
Terdiri dari :
1 Kas di Kas Daerah Rp. 23.564.949,732 08
2 Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp. 92.234.716,00
3 Kas di Bendahara
Penerimaan Rp. 94,320.516,00
4 Kas di Kas BLU
Kabupaten Buleleng Rp. 5.979.298 574 83
5 Kas Dana Kapitasi JKN
Pada FKTP REp. 22.155.736,236 98
& Kelebihan Transfer oleh
BUD Rp.
7 Saldo Kas Lainnya yang
di terima karena
penyelenggaraan
Pemerintah Rp. q4.588.826 96] BA
& Kas lainnya Rp. 347,489 94

Pasal 9
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf { untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3]
Desember 2018 sebagai berikut

a. Ekuitas Awal Rp. 2.275.404.419,122.79
b. Surplus/Defisit-LO Rp. 80.914.063.724,19
c. Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan /Kesalahan

Mendasar Ep.

d. Koreksi Nilai Persediaan Rp. -



e. Selisih Revaluasi Aset

Tetap

. Koreksi Ekuitas Tahun

Lalu

Rp.
Rp, 16.795.746.371,13
2.379.074.229 218,11
Pagal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos laporan

keuangan,

Pasal 11

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan in:,

yang terdiri dari :
a. Lampiran |
1. Lampiran .1

2. Lampiran 1.2

3. Lampiran 1.3

4. Lampiran 1.4

=

Lampiran 11

. Lampiran III
. Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VII]
1. Lampiran [X

a1 I = PR -

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah,  Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanjz
daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program & Kegiatan:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah  untuk  keselarasan  dan
keterpaduan  urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Salde Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas:

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah:

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih:



j. Lampiran X Daitar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal [investasi|
Dacrah;

l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Asel
Tetap Daerah;

m. Lampiran XII] Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam
Pengerjaan;

0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek:

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-akegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah,

Pasal 12
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2
meliputi  Ikhtisar laporan keuangan ' badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah sehagaimana tercantum  dalam
lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 13
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APED
ditctapkan dengan Peraturan Bupati.



BAEB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng,

Ditetapkan di Singaraja
pada<anggal, 22 Juli 2019

I

Diundangkan di Singaraja,
pada tanggal, 22 Juli 2019
SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (4,20 / 2019)
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